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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Identifikasi masalah yang pertama dalam hal ini lebih ditekankan 

mengenai penyalahgunaan dana sosial yang dilakukan oleh campaigner, 

campaigner maupun donatur diwajibkan untuk mematuhi syarat dan 

ketentuan yang dimiliki oleh kitabisa.com, lalu dalam melakukan donasi 

terlihat seperti tidak ada keterikatan langsung antara campaigner  dan  

donatur, sebenarnya baik campaigner dan donatur memiliki hubungan 

kontraktual dimana keduanya terikat oleh perjanjian yang disajikan pihak 

platform. Kontrak antara seorang campaigner melalui suatu platform 

dengan seorang donatur adalah suatu kontrak elektronik sebagaimana 

diatur dalam pasal 1 angka 17 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik. Perjanjian yang dilakukan oleh campaigner 

dan donatur merupakan perjanjian yang  tidak bernama karena belum ada 

dalam KUH Perdata yang diatur dalam pasal 1319 KUH Perdata, karena 

tujuan perjanjian ini yaitu memberikan donasi, peneliti dapat mengatakan 

bahwa perjanjian tersebut ialah perjanjian donasi. Dikarenakan 

hubungannya adalah hubungan kontraktual, maka dari itu gugatan yang 

dapat diajukan adalah gugatan Wanprestasi.  Namun tidak tertutup 

kemungkinan bahwa salah satu pihak dapat melakukan perbuatan 

melawan hukum terkait dengan perjanjian penyaluran donasi ini,  bila 

mana pihak campaigner dapat memenuhi prestasi dalam koridor yang 

tersedia dalam perjanjian,namun pemenuhannya bisa jadi tidak sesuai 

dengan kelaziman dan kepatutan, karena tindakan dari campaigner yang 

telah menggunakan dana diluar tujuan sumbangan dari donatur, oleh 

karena itu dapat digunakan dengan gugatan perbuatan melawan hukum.  

2. Lalu berdasarkan identifkasi masalah kedua bagaimana perlindungan 

hukum bagi donatur dalam sistem donation based crowdfunding bila 
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dana sosial yang ia berikan ternyata disalahgunakan oleh campaigner. 

Dalam pengaturan yang mewadahi kegiatan donasi ini baik Undang-

Undang Nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang dan 

Peraturan Pemerintah No 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan 

pengumpulan sumbangan tidak juga tercantum pengaturan  dana sosial 

nya disalah gunakan. Para donatur dapat memintakan 

pertanggungjawaban hukum secara keperdataan kepada campaigner 

melalui suatu gugatan. Namun dikarenakan banyaknya donatur dalam 

suatu campaign maka lebih baik diajukan dengan mekanisme gugatan 

perwakilan kelompok atau seringkali disebut sebagai class action, namun 

tidak menutup kemungkinan bagi para donatur untuk melakukan gugatan 

perorangan. Lalu dalam gugatan tersebut karena terjadi hubungan 

kontraktual antara campaigner dan donatur, donatur dapat menggugat 

dengan dasar hukum wanprestasi, namun tidak tertutup kemungkinan 

untuk dilakukannya suatu perbuatan melawan hukum oleh campaigner. 

Sebenarnya ada metode alternatif penyelesaian sengketa, sebagaimana 

tertera dalam syarat dan ketentuan yang termuat saat mendaftar ke 

kitabisa.com, segala sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase 

institusional dengan menggunakan lembaga BANI . Terkait dengan 

kerugian materiil yang dapat dimintakan, dikarenakan donasi dari para 

donatur telah dikurangi oleh biaya administrasi dari platform, maka dari 

itu adalah layak apabila para donatur memintakan ganti kerugian materiil 

berupa biaya dikarenakan berkurangnya harta donatur karena telah 

membayar biaya administrasi donasi di platform.  Tujuan dari donatur 

adalah untuk menyampaikan sumbangan, bukan untuk mencari 

keuntungan, oleh karenanya apabila para donatur masih ingin berfungsi 

sebagaimana niat awalnya, seharusnya apabila terjadi suatu gugatan 

perdata terhadap campaigner terkait dengan kerugian yang terjadi atas 

dana sumbangan dari donatur, seharusnya para donatur yang berposisi 

sebagai penggugat pun memintakan pengadilan untuk memerintahkan 

kepada campaigner yang diposisikan sebagai tergugat untuk segera 
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menyerahkan dana bantuan kepada sasaran sebagaimana dituliskan dalam 

program yang ia bawakan. 

B. Saran 

1. Donation based crowdfunding sendiri merupakan cara donasi melalui 

internet yang baru digunakan di Indonesia. Untuk pengaturan mengenai 

pengumpulan uang dan barang sendiri diwadahi oleh Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1961 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 

1980 namun dalam dua peraturan tersebut tidak mengatur mengenai 

system donation based crowdfunding yang dilakukan pada saat ini, maka 

dari itu menurut penulis diperlukan pembaharuan mengenai pengaturan 

tentang sitem donation based crowdfunding yang sedang marak 

dilakukan di Indonesia yang mengatur mengenai pihak-pihak yang 

terlibat dalam sistem donation based crowdfunding. Pengaturan tersebut 

pun harus menjelaskan mengenai pertanggungjawaban dari campaigner 

yang melakukan penyalahgunaan dana sosial yang ia dapat, karena pada 

peraturan mengenai donation based crowdfunding tidak menjelaskan 

sanksi dan pertanggungjawaban dari campaigner. Perlindungan hukum 

untuk donatur pun harus diatur karena apabiladana sosial yang mereka 

kumpulkan ternyata disalahgunakan oleh campaigner, perlindungan 

tersebut baik berupa pengembalian uang oleh platform kepada donatur 

atau pengembalian uang oleh campaigner kepada donatur. 

2. Harus lebih dijelaskan lagi mengenai hubungan antara campaigner dan 

donatur,karena bisa saja beberapa orang menyalah artikan bahwa kedua 

pihak tersebut tidak memiliki hubungan hukum, karena para pihak 

tersebut merasa hanya terikat pada platform saja. Maka dari itu harus 

dibuat perjanjian donasi antara campaigner dan donatur yang dapat 

menjelaskan bahwa kedua pihak tersebut memiliki hubungan,bukan 

hanya dengan platform. Lalu Campaigner diwajibkan untuk melaporkan 

donasi yang ia lakukan pada laman platform kepada donatur. 
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